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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Dalam mewujudkannya 

maka diselenggarakan pemilu sebagai bentuk proses demokrasi. Proses demokrasi 

juga dilakukan pada tingkat daerah yakni pilkada. Seiring perkembangannya, 

pilkada dilaksanakan serentak pada tahun 2024, namun dalam tatanan 

pelaksanaanya mengakibatkan kekosongan kepala daerah yang habis masa 

jabatanya menjelang pilkada serentak 2024. Maka ditunjuklah penjabat kepala 

daerah dalam mengisi kekosongan tersebut. Metode penelitian adalah yuridis 

normatif yang bersifat kualitatif, didasarkan pada penelitian pustaka. Sumber data 

berupa data primer, sekunder dan tersier. Analisis data dengan pendekatan statute 

approach, conceptual approach serta comparative approach. Hasil penelitian 

ditemukan bahwa penunjukan penjabat kepala daerah menjelang pilkada serentak 

2024 tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, dengan tidak melibatkan rakyat dalam 

pengambilan keputusan. Penunjukan penjabat kepala daerah ini menimbulkan 

kemunduran demokrasi. Bahwasannya terdapat cara yang sekiranya dapat ditempuh 

sebagai alternatif selain penunjukan penjabat kepala daerah, seperti dengan 

melibatkan peran DPRD, pemilihan penjabat kepala daerah di DPRD, perpanjangan 

masa jabatan kepala daerah yang habis menjelang pilkada serentak 2024 serta 

relevansi penunjukan penjabat kepala daerah ini bagi daerah otonomi baru hasil 

pemekaran.  
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ABSTRACT 

Indonesia is a democratic legal state. In realizing this, elections are held as a form 

of the democratic process. The democratic process is also carried out at the 

regional level, namely the regional elections. Along with its development, regional 

elections are held simultaneously in 2024, but in the implementation order, it results 

in a vacancy for regional heads whose term of office expires ahead of the 2024 

simultaneous regional elections. So an acting regional head is appointed to fill the 

void. The research method is normative juridical which is qualitative, based on 

literature research. Sources of data in the form of primary data, secondary and 

tertiary. Data analysis using the statute approach, conceptual approach, and 

comparative approach. The results of the study found that the appointment of acting 

regional heads ahead of the 2024 simultaneous regional elections is not following 

democratic principles, by not involving the people in decision-making. The 

appointment of the acting regional head led to a setback in democracy. That there 

are ways that can be taken as an alternative to the appointment of the acting 

regional head, such as by involving the role of the DPRD, the election of the acting 

regional head in the DPRD, extending the term of office of the regional head which 

expires ahead of the 2024 simultaneous local elections and the relevance of the 

appointment of the acting regional head for the new autonomous region results of 

the expansion. 
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